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Mengingat

WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan Pasal 4 ayat (5) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Pada Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan

Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kota Blitar ;

1.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan



6.

7.

8.

10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) ;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Blitar.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah
Walikota Blitar.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi
dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta
penginterpretasian atas hasilnya.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam



penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi berbasis akrual adalah kebijakan
akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang
dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual,
serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan
dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan
basis yang ditetapkan dalam APBD.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri
satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar, terdiri dari :

a.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan, sebagaimana tersebut

dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini ;

. Kebijakan Akuntansi Beban, sebagaimana tersebut dalam

Lampiran II Peraturan Walikota ini ;
Kebijakan Akuntansi Belanja, sebagaimana tersebut dalam

Lampiran III Peraturan Walikota ini ;

. Kebijakan Akuntansi Transfer, sebagaimana tersebut dalam

Lampiran IV Peraturan Walikota ini ;

Kebijakan Akuntansi Pembiayaan, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini ;

Kebijakan Akuntansi Laporan Arus Kas, sebagaimana
tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini ;
Kebijakan Akuntansi Piutang, sebagaimana tersebut dalam

Lampiran VII Peraturan Walikota ini ;



h. Kebijjakan Akuntansi Persediaan, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini ;

i. Kebijakan Akuntansi Investasi, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini ;

j- Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini ;

k. Kebijjakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan,
sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan
Walikota ini ;

1. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan, sebagaimana
tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini ;

m.Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini ;

n. Kebijakan Akuntansi Kewajiban, sebagaimana tersebut
dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini ;

o. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Operasi Yang Tidak Dilanjutkan sebagaimana tersebut

dalam Lampiran XV Peraturan Walikota ini.

Pasal 3
Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang
diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tanggal 1
Januari 2015.

Pasal 4
Perubahan penerapan kebijakan akuntansi dari Kebijakan
Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual disajikan pada Laporan Perubahan
Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Pasal 5
Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka
Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 7A

Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota



Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 30 Mei 2014
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Ichwanto
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto






LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 11 TAHUN 2013
DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KOTA BLITAR TANGGAL 4 FEBRUARI 2013
GAJI POKOK

MASA (RP)

KERJA SD SLTP SLTA DIPLOMA | DIPLOMA I DIPLOMA I DSIQFSQNAAI’V Dgﬁ?gé’ifgfgf@
0 738.000,- |  743.500,- 749.000,- 754.500,- 760.000,- 765.500,- 776.500,- 787.500,-
1

2 754.500,- |  760.000,- 765.500,- 771.000,- 776.500,- 782.000,- 793.000,- 804.000,-
3

4 771.000,- |  776.500,- 782.000,- 787.500,- 793.000,- 798.500,- 809.500,- 820.500,-
5

6 787.500,- |  793.000,- 798.500,- 804.000,- 809.500,- 815.000,- 826.000,- 837.000,-
7

8 804.000,- |  809.500,- 815.000,- 820.500,- 826.000,- 831.500,- 842.500,- 853.500,-
9

10 820.500,- |  826.000,- 831.500,- 837.000,- 842.500,- 848.000,- 859.000,- 870.000,-
11

12 837.000,- |  842.500,- 848.000,- 853.500,- 859.000,- 864.500,- 875.500,- 886.500,-
13

14 853.500,- |  859.000,- 864.500,- 870.000,- 875.500,- 881.000,- 892.000,- 903.000,-
15

16 870.000,- |  875.500,- 881.000,- 886.500,- 892.000,- 897.000,- 908.500,- 919.500,-
17




18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

886.500,-

903.000,-

919.500,-

936.000,-

952.500,-

969.000,-

985.500,-

1.002.000,-

892.000,-

908.500,-

925.000,-

941.500,-

958.000,-

974.500,-

991.000,-

1.007.500,-

897.000,-

914000,-

930.500,-

947.000,-

963.500,-

980.000,-

996.500,-

1.013.500,-

903.000,-

919.500,-

936.000,-

952.500,-

969.000,-

985.500,-

1.002.000,-

1.018.500,-

908.500,-

925.000,-

941.500,-

958.000,-

974.500,-

991.000,-

1.007.500,-

1.024.000,-

914000,-

930.500,-

947.000,-

963.500,-

980.000,-

996.500,-

1.013.500,-

1.029.500,-

925.000,-

941.500,-

958.000,-

974.500,-

991.000,-

1.007.500,-

1.024.000,-

1.040.500,-

936.000,-

952.500,-

969.000,-

985.500,-

1.002.000,-

1.018.500,-

1.025.000,-

1.051.500,-

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Kepala Bagian Hukum

Hardiyanto

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR







ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

KEPALA BADAN

JABATAN HUNGSIO

NAL

SEKRETARIS

SUB BAG

FLINALINA O/ AVAITALTANI

|
SUB BAG

IVCIIANI AN O DDNMAAMCD AR

1
BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN

Nl AHDACA

SUB BID PEMBERDAYAAN
PEMUDA

SUB BID

PENGEMBANGAN

BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

BIDANG
PENINGKATAN KUALITAS

SUB BID
PEMBERDAYAAN

SUB BID PELAYANAN
KELUARGA

PEREMPUAN

SUB BID

PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN

BERENCANA

SUB BID PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
DAN KETAHANAN

BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB BID PENINGKATAN

KESWADAYAAN

DAN PARTISIPASI
MAQYARAKAT

SUB BID
PEMBERDAYAAN
LEMBAGA

UPTB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA BERENCANA

UPTB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA BERENCANA

UPTB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA BERENCANA










LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR :
TANGGAL ;

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH

KEPALA BADAN
| |
SEKRETARIS
| |
SUB BAG SUB BAG
UMUM S8KEPEGAWAIAN KEUANGAN & PROGRAM
: Bid F'I ingkata .
idang Peningkatan .
Bidang Pemberdayaan Bidang Pemberdayaan Kualitas ] [Bldanﬂ::n;l::;::nyaanJ
Pemuda dan Olah Raga Perempuan dan Anak Keluarga Berencana y
Sub Bidang 'Sub Bidang Peningkatan
Pelayanan Keswadayaan dan
Sub Bidang Sub Bidang Keluarga Berencana . Partisipasi Masyarakat
Pemberdayaan Pemberdayaan
Pemuda Perempuan - | : )
b ~ P S/ Sub Bidang Sub Bidang
Peningkatan Keberdayaan Pemberdayaan
g dan Ketahanan Keluarga ) \Lembaga Kemasyarakaan
Sub Bidang Sub Bidang
Pengembangan Perlindungan " Sub Bidang Peningkatan ) Sub Bidang
\ Olah Raga \LF'erempuan dan Anakj Jaringan Kerja dan Penanggulangan
| Peran Serta Masyarakat | Kemiskinan J




WALIKOTA BLITAR



KEPALA BADAN

SE

KRETARIS

Bidang Pemberdayaan
Pemuda dan Olah Raga

SUB BAG SUB BAG
UMUM &8KEPEGAWAIAN KEUANGAN & PROGRAM
Bidang Peningkatan :
Bidang Pemberdayaan [ Kualitas ] Fldan%::;?:;:twaan}
Perempuan dan Anak Keluarga Berencana

Sub Bidang Sub Bidang
Pemberdayaan Pemberdayaan
Pemuda Perempuan
Sub Bidang Sub Bidang
Pengembangan Perlindungan
Olah Raga Perempuan dan Anak

Sub Bidang
Pelayanan
Keluarga Berencana

|

Sub Bidang
Peningkatan Keberdayaan

-

g dan Ketahanan Keluarga )

Jaringan Kerja dan

. =,
Sub Bidang Peningkatan

Sub Bidang Peningkatan
Keswadayaan dan
Partisipasi Masyarakat

.,

( Sub Bidang
Femberdayaan

Lembaga Kemasyarakaan|

-

Sub Bidang
Penanggulangan

. Peran Serta Masyarakat |

Kemiskinan )

i




KEPALA BADAN

S

EKRETARIS

SUB BAG SUB BAG
UMUM 8KEPEGAWAIAN KEUANGAN & PROGRAM
! Bid F'I ingkata
idang Peningkatan :
Bidang Pemberdayaan Bidang Pemberdayaan Kualitas ] Fldanﬁq::n;?:;:fﬁan}
Pemuda dan Olah Raga Perempuan dan Anak Keluarga Berencana y
Sub Bidang Sub Bidang Peningkatan )
- ) . Pelayanan Keswadayaan dan
=ub Bidang Sub Bidang Keluarga Berencana . Partisipasi Masyarakat
Femberdayaan Femberdayaan
Femuda Ferempuan ; ™)
~ s P S/ Sub Bidang Sub Bidang
Peningkatan Keberdayaan Pemberdayaan
- g dan Ketahanan Keluarga ) \Lembaga Kemasyarakaan,
Sub Bidang =ub Bidang
_ p . -
Fengembangan Ferlindungan " Sub Bidang Peningkatan ™ Sub Bidang
Dlah Raga Ferempuan dan Anak Jaringan Kerja dan Penanggulangan
- - - L Kemiskinan y

Peran Serta Masyarakat |




